PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN  DAN PEMBIAYAAN PERBANKAN by MARSUKI, MARSUKI
1PROGRAM REVITALISASI
PERKEBUNAN
DAN PEMBIAYAAN PERBANKAN
Oleh : Dr. Marsuki, SE., DEA.
Disampaikan pada Seminar Nasional
dengan topic “ Sistem Pengendalian Manajemen Kemitraan Inti
Plasma dalam Mendukung Program Revitalisasi Perkebunan”,
Auditorium LPP, Yokyakart, 19 April 2007
2PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN DAN
PEMBIAYAAN PERBANKAN1
Oleh : Dr. Marsuki, SE., DEA.2
Sub sektor perkebunan merupakan salah satu bagian sektor pertanian yang
mempunyai peran penting dalam meningkatkan pembanungan ekonomi nasional. Sektor
ini memberi kontribusi penyediaan lapangan kerja dan sumber devisa yang besar.
Disamping itu sub sektor ini mempunyai keunggulan komparataif dibanding sektor
lainnya, diantaranya tersedianya lahan luas yang tersebar di seluruh wilayah nusantara
yang belum dimanfaatkan secara optimal dan berada di kawasan dengan iklim yang
menunjang, tersedianya tenaga kerja yang banyak, serta tangguhnya sub sektor ini dari
hempasan krisis sehingga selalu dapat tumbuh dengan nilai positif.
Menyadari hal tersebut maka pemerintahan SBY-JK pada periode akhir tahun
2006, telah mengeluarkan kebijakan yang dimaksudkan untuk merevitalisasi sektor
perkebunan tersebut dengan sebutan ”Program Revitalisasi Perkebunan”. Secara umum,
program itu terutama dimaksudkan untuk meningkatkan aktivitas dan kegiatan
perkebunan rakyat guna mengentaskan kemiskinan serta untuk memenuhi kebutuhan
bahan baku industri dalam negeri dan terutama dalam penyerapan tenaga kerja.
Menurut rencananya dari 126 tanaman sektor pertanian yang diunggulkan, telah
ditetapkan tiga sektor unggulan yang akan direvitalisasi secara bersungguh-sungguh,
yakni kelapa sawit, karet dan kakao, dengan fokus kegiatan diarahkan pada tiga kegiatan
utama, meliputi peremajaan, perluasan dan rehabilitasi. Konsepsi revitalisasi perkebunan
tersebut terutama dimaksudkan untuk pengembangan perkebunan rakyat, melalui
kemitraan baik pola perkebunan inti rakyat (PIR) maupun kemitraan lainnya, baik swasta
atau BUMN. Bagi daerah yang tidak ada mitranya, maka dimungkinkan
pengembangannya dilakukan langsung oleh petani perkebunan. Untuk memberikan
jaminan kepastian dan keberlanjutan dari pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan rakyat
tersebut, maka pengembangan perkebunan yang melibatkan mitra usaha, dilakukan
pengelolaannya dalam satu manajemen, minimal satu siklus tanaman.
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3Alasan terhadap pilihan terhadap ke tiga komoditas tersebut tampaknya
didasarkan pada pertimbangan rasional ekononomis, karena kontribusinya terhadap
perekonomian nasional yang cukup signifikan. Misalnya, nilai ekspor primer perkebunan
pada tahun 2005 mencapai US$ 10,9 miliar, dimana sekitar 70 persennya disumbangkan
oleh komoditas kelapa sawit (CPO), karet dan dan kakao. Sesuai data, volume ekspor
CPO pada tahun 2005 mencapai 11,5 juta ton, dengan nilai US$ 4,3 miliar; kemudian
karet menyumbang US$ 2,2 miliar dengan volume 2 juta ton, sedangkan kakao senilai
US$ 488 juta sebanyak 317.000 ton. Oleh karena itu, pemerintah merasa sangat optimis
dengan langkah program revitalisasi ke tiga komoditas tersebut, sebab akan memberi
dampak yang besar bagi peningkatan produksi 3 komoditas tersebut, yang dapat
mencukupi kebutuhan ekspor, dapat memenuhi permintaan dalam negeri, dan terutama
dapat menyerap tenaga kerja masyarakat banyak dalam jumlah besar di beberapa daerah
yang menjadi lokasi program.
Sesuai rencana Depratemen Pertanian, selama lima tahun ke depan (2007-2012)
menargetkan revitalisasi perkebunan tersebut sebanyak dua juta hektar (Ha), meliputi
sawit 1,5 juta Ha, karet 300 ribu Ha dan Kakao 200 ribu Ha., dengan lokasi di daerah-
daerah yang mempunyai luas lahan terbesar, seperti di pulau Kalimantan (lebih dari 11
juta Ha), Papua (6,3 juta Ha), dan di pulau Sumatera, utamanya di Riau (2,5 juta Ha) dan
Jambi (1,8 Ha). Pada dasarnya potensi lahan secara nasional untuk keperluan prgram
tersebut masih sangat besar, yakni mencapi 31,4 juta Ha, dimana misalnya dimanfaatkan
untuk perkebunan kelapa sawit baru sekitar 5,5 juta Ha., dengan hasil 13 juta ton CPO
pertahunnya.
Meskipun demikian, pemerintah menyadari bahwa untuk merealisasikan
rencananya tersebut memang sangatlah tidak mudah, terutama jika dikaitkan dengan
masalah pembiayaannya, jika mengharapkan sumber dana dari sektor perbankan.
Alasannya, karena perbankan selalam ini menganggap bahwa sektor pertanian umumnya
kurang mempunyai daya tarik, diantaranya karena sektor tersebut tidak cepat
menghasilkan, risiko faktor alam besar, produk cepat busuk, dan memerlukan lahan luas.
Itulah sebabnya selama 10 tahun terakhir, kredit perbankan nasional hanya mau
menyalurkan kreditnya ke sektor pertanian antara 7-9 persen atau hanya sekitar Rp. 7-8
triliun. Dimana 90 persen daripadanya dimaksudkan untuk pengembangan perkebunan
kelapa sawit, dan hal ini mengindikasikan bahwa kredit tersebut hanya diserap oleh
pengusaha pertanian besar, bukan petani sesungguhnya.
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pemerintah melalui departemen keuangan dan Bank Indonesia kini mendorong
perbankan nasional untuk melakukan fungsi intermediasinya agar pro aktif menyediakan
pembiayaan bagi program revitalisasi perkebunan yang lebih ramah dan pro pasar kredit
dan modal, yang dilakukan oleh semua usaha perkebunan, baik BUMN perkebunan,
Perkebunan Swasta Besar Nasional (PBSN), dan perkebunan rakyat. Untuk pelaksanaan
awalnya, pemerintah telah merencanakan pendanaan perbankan mencapai Rp 25,48
triliun selama 5 tahun ke depan, dengan menetapkan empat lembaga keuangan sebagai
pelaksana utamanya. Terdiri dari : BRI yang telah berencana mengalokasikan dana
sebesar Rp.12 triliun, Bank Mandiri dengan rencana alokasi kredit Rp. 11 triliun, Bank
Bukopin dengan rencana alokasi kredit Rp. 1 triliun, BPD Sumatera Barat dengan
rencana alokasi kredit Rp. 0,98 triliun, dan BPD Sumatera Utara, dengan rencana alokasi
kredit Rp. 0,50 triliun.
Dalam hal ini pemerintah juga telah menyediakan dana berupa subsidi bunga
kepada petani pengguna kredit perbankan tersebut, berupa pembayaran pemerintah atas
selisih bunga pinjaman dengan bunga yang ditetapkan perbankan pelaksana, sekitar 10
persen pertahun. Karena sifatnya membantu petani, maka ada tenggang waktu subsidi
bunga tersebut diberikan, yakni sampai tanaman menghasilkan, maksimun 5 tahun untuk
kelap sawit dan kako, serta 7 tahun untuk karet. Sehingga petani akan mencicil kreditnya
setelah kebunnya menghasilkan dan jumlah cicilan perbulannya akan disesuaikan dengan
penghasilan para petani. Juga telah ditetapkan bahwa petani yang dapat ikut dalam
program revitalisasi tersebut hanyalah yamg mempunyai luas lahamn maksimum 4 Ha
per KK, kecuali untuk wilayah khusus yang pengaturannya ditetapkan pemerintah.
(Mentan).
Hanya masalahanya, bagaimana caranya berbagai rencana tersebut dapat berjalan
sesuai rencana, sebab jika tidak dilaksanakan dengan baik dengan mekanisme, sistem
pengawasan dan pengendalian yang benar, maka tampaknya rencana-rencana tersebut
akan sulit teralisasi. Salah satu hal yang perlu dihindari adalah timbulnya praktek skim
pembiayaan baru yang kontraproduktif, sebab adanya praktek dana-dana tersebut hanya
dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti Perusahaan Besar Swasta Nasional
(PBSB), sebab umumnya mereka sudah mempunyai akses yang lebih mudah ke
lembaga-lembaga keuangan yang ada. Sehingga tampaknya kebijakan revitalisasi
perkebunan, khususnya dari sisi pembiayaan perlu dikawal dan diawasi agar supaya
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terutama perkebunan rakyat. Alasannya, sebab kedua pelaku perkebunan tersebut telah
teruji sebagai agen pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja banyak, mampu
menyedakan lapangan berusaha dan mendorong pertumbuhan sektor pertanian, juga
terbukti bahwa dana perbankan yang dimanfaatkannya sepenuhnya diinvestasikan di
dalam negeri.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka selayaknya dana revitalisasi perkebunan
tersebut dapat digulirkan dengan pendekatan yang baru dan lebih transparan agar lebih
berpihak kepada membantu pembiayaan perkebunan rakyat ataupun perkebunan pemula,
termasuk perkebunan BUMN, yang selama ini sarat dengan beban, akibat kultur
korporasi yang tidak efisien dan praktek GCG yang belum optimal. Dalam kerangka
pemikiran tersebut, tampaknya keikutsertaan beberapa pihak perlu dipertimbangkan
untuk dilibatkan, dalam merancang sistem, mekanisme dan tata cara pengawasan
pelaksanaan pengucuran dana-dana revitalisasi bersubidi tersebut. Seperti pelibatan
lembaga-lembaga pendidikan tinggi, atau assosiasi pengusaha di ketiga sektor unggulan
tersebut, seperti GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia)
Selain itu, secara umum pemerintah tampaknya mencari cara yang lebih
permanen untuk mengatasi problem pembiayaan sektor pertanian umumnya dan sektor
perkebunan khususnya, yang memfokuskan diri untuk mengatasi masalah pembiayaan
sektor unggulan tersebut, Seperti mendirikan lembaga keuangan nonbank berupa
koperasi simpan pinjam, bahkan sekalian bank pertanian. Karena hal tersebut telah
dilaksanakan dan dipraktekkan dengan baik diberbagai negeri maju maupun yang belum,
seperti di Thailand, Malaysia dan Swiss sekalipun, yang dikenal sebagai negara dengan
pengelolaan perbankan yang rapi dan prudensial.
Akhirnya, kebijakan pembiayaan dengan bantuan subsidi pemerintah masih
sangat dibutuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan strategis pelaku di sektor
pertanian umumnya, perkebunan khususnya, seperti bibit unggul, obat-obatan dan pupuk.
Alasannya, pemerintah seharusnya tidak perlu alergi dengan kebijakan pembiayaan
dengan subsidi tersebut, jika benar-benar ingin mengembangkan sektor ekonomi
unggulan negara kita, karena di negara manapun, termasuk negara-negara maju, seperti
Jepang, Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, sektor unggulan ini disubsidi secara
permanen, terutama dalam rangka menjaga kestabilan kebutuhan pokok pangan yang
berpengaruh luas terhadap kestabilan politik dan ekonomi suatu negara.
